
 

a 

BUPATI PATI 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR 45 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 1 TAHUN 2011 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PATI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS 

TANAH DAN BANGUNAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang :   a. bahwa sehubungan belum diaturnya ketentuan mengenai 

penelitian terhadap Surat Setoran Pajak Daerah Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Nihil, 

maka Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2011 Nomor 1) perlu disesuaikan; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;  

Mengingat   :   1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209); 

3. Undang - Undang Nomor  17  Tahun  1997 tentang Badan 

Penyelesaian Sengketa  Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 

SALINAN 



 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3897); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak (Lembaran Negara Republoik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4189); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 47, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

7.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

 



 

 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3258); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3495); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983             

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 3258); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia             

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

 



 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 

Perundang-undangan; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 

tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang 

tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan 

Bangunan; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 

Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah             

Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah    

Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D Nomor 6); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kaupaten Pati (Lembaran Daerah Kabaerah Kabupaten Pati 

Nomor 21); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor  1 Tahun 2011 

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 1); 

 



 

MEMUTUSKAN : 

 Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PATI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  

Pasal   I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan  Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten  

Pati  Tahun 2011 Nomor 1) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan 

diantara   ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat baru 

yaitu ayat (2A)  sehingga  Pasal 4 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 4 

(1) Dalam hal Pajak yang seharusnya terutang Nihil, 

maka Wajib Pajak tetap mengisi SSPD dengan 

keterangan Nihil. 

(2) SSPD Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diketahui oleh Pejabat Pembuat Akta 

Tanah/Notaris/Kepala Kantor Lelang/Pejabat 

Lelang;  

(2A) SSPD Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib diteliti oleh aparat/petugas pada fungsi 

Pelayanan Dinas; 

(3) SSPD Nihil lembar 1 sampai dengan lembar 3 

dikembalikan kepada Wajib Pajak, sedangkan 

lembar 4, lembar 5 dan lembar 6 dijadikan 

dokumen oleh Dinas. 

2. Ketentuan Pasal 5 dihapus. 

 

          Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 



 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 24 Juli 2012 

Pj. BUPATI PATI, 

                                                                                  ttd 

Ign. INDRA SURYA 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 24 Juli 2012  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

 ttd 

      DESMON HASTIONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 223 

 

 

 


